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 Pidana penjara iseumur hidup memiliki banyak pandangan tentang makna dan 
artinya didalam masyarakat dimana yang dikatakan dengan pidana penjara seumur hidup 
yaitu suatu hukuman kurungan penjara yang di jalani terpidana sejak terpidana masih 
hidup hingga meninggal dunia, dan menepis presepsi masyarakat selama ini yang 
mengatakan bahwa pidana penjara seumur hidup adalah hukuman kurungan yang dijalani 
terpidana pada saat vonis di jatuhkan, pidana seumur hidup sangat bertentangan dengan 
sistem pemasyarakatan yang di gagas oleh Dr. Saharjo, S.H. dalam pidato yang berjudul 
pohon beringin pengayoman dimana perubahan sistem kepenjaraan menjadi sistem 
pemasyarakatan dimana tujuan sistem pemasyarakatan lebih condong kepada perlindungan 
individu atau narapidana itu sendiri sehingga memunculkan kontradiksi antara keduanya, 
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kaitan bentuk pidana penjara seumur hidup 
dengan sistem pemasyarakatan, metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini 
adalah kualitatif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah terdapat kontradiksi antara 
tujuan pemidanaan dengan  tujuan pemasyarakatan serta pembinaan narapidana seumur 
hidup di kebanyakan Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia tidak ada ke 
khusussan dalam teknik pembinaan mulai dari tempat pembinaan, program pembinaan 
semua mengikuti narapidana lain pada umumnya. Saran penulis dalam penelitian ini adalah 
membuat regulasi baru pengganti regulasi lama tentang pemberian remisi maupun asimilasi 
bagi narapidana, tujuan pemidanaan seumur hidup haruslah di sesuaikan dengan tujuan 
pemasyarakatan, serta perlu adanya bentuk pembinaan khusus di Lembaga Pemasyarakatan 
bagi narapidana terpidana seumur hidup. 




Narapidana di idalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang 
sedang menjalani ihukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan 
menurut iUndang-Undang Pemasyarakatan No 12 Tahun 1995 menjelaskan dimana 
pengertian narapidana yaitu terpidana  yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan 
yang di tempatkan di Lapas, didalam Undang-Undang Pemasyarakatn No 12 Tahun 1995, 
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terpidana yaitu seseorang yang di jatuhkan hukuman pidana didasarkan oleh putusan 
pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap sehingga dapat ditarik 
kesimpulan, dimana narapidana yaitu terpidana yang sebagian haknya diambil sementara 
dan sedang menjalani sebuah bentuk  hukuman kurungan didalam lembaga 
pemasyarakatan, didalam sistem hukum indonesia banyak bentuk dan jenis pidana yang di 
jatuhkan kepada seseorang, salah satunya adalah pidana penjara seumur hidup. 
Pidana penjara seumur hidup memiliki banyak pandangan tentang makna dan artinya 
ididalam masyarakat, akan tetapi pasal 12 KUHP sudah menjelaskan apa yang dimaksud 
dengan pidana seumur hidup dimana pasal 12 ayat (1) KUhP berisi, pidana penjara ialah 
seumur hidup atau selama waktu tertentu. Dalam pasal 12 ayat (4) KUHP dikatakan pidana 
kurungan penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melewati dari dua puluh 
(20) tahun. Bunyi pasal 12 ayat (1) tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang dikatakan 
dengn pidana penjara seumur hidup yaitu ialah sebuah kurungan  penjara selama terpidana 
masih hidup hingga Ia meninggal dunia, dan menepis presepsi masyarakat selama ini yang 
mengatakan  pidana seumur hidup yaitu sebuah bentuk  hukuman penjara yang dijalani 
terpidana pada saat vonis dijatuhkan, pidana seumur hidup sangat bertentangan dengan 
sistem pemasyarakatan yang digagas oleh Dr. Saharjo, S.H. pada tanggal 5 Juli 1963 dalam 
pidato peanugerahan gelar Doctor Honoris Causa di bidang ilmu hukum Universitas 
Indonesia yang bejudul pohon beringin pengayoman dimana perubahan sistem kepenjaraan 
menjadi sistem peasyarakatan, dengan perubahan sistem kepenjaraan menjadi sistem 
pemasyarakatan ini tentu saja merubah sistem dan pola pembinaan yang diberikan terhadap 
narapidana dimana mengedepankan pengayoman dan mengesampingkan pembalasan, 
dimana kini program pembinaan yang diberikan kepada narapidana ada dua iyaitu program 
pembinaan kemandirian dan program pembinaan kepribadian yang mana idiharapkan 
tujuan pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial dapat tercapai, ada dua ielemen yang 
ditekankan dalam sistem pemasyarakatan yang digagas oleh Dr. Saharjo ini yaitu 
tersosialisasi sebagai sistem pemasyarakatannya dan pemasyarakatan sebagai metode 
pembinaannya, dan dalam Undang-Undang iPemasyarakatan No 12 Tahun 19995 itidak 
mengatur isecara khusus tentang ipembinaan bagi narapidana seumur hidup, sehingga 
ipenjatuhan hukuman seumur ihidup bagi seseorang yang melanggar hukum sebenarnya 
itidak selaras dengan arah idan tujuan pemasyarakatan. 
 
METODE PENELITIAN   
Penulis pada penelitian ini menggunakan imetode penelitian ikualitatif, penulis 
memilih metode ini karena isecara ifundamental ibergantung pada pengamatan, penelitian 
kualitatif memiliki banyak arti. Menurut iSugiyono (2005) metode penelitian kualitatif yaitu 
ialah penelitian yang pakai guna meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti 
adalah sebuah instrument kunci. Sugiyono (2011) menambahkan metode penelitian kualitatif 
adalah metode penelitian yang iberlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk 
meneliti pada ikondisi iobyek alamiah (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti 
adalah instrument kunci. 
Pengambilan sampel smber data dibuat isecara purposive sampling dan snowball 
sampling, teknik ipengumpulan dengan itriangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif 
dan ikualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih berfokus pada makna di banding 
igeneralisasi, sedangkan imenurut Moleong (2005:6), penelitian ikualitatif yaitu ialah 




ipenelitian yang ibertujuan untuk imempelajari fenomena itentang apa saja yang dialami 
oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain 
secara holistik, dan idengan cara ideskripsi dalam bentuk ikata-kata dan bahasa pada 





Teori pemidanaan sendiri ididalam kehidupan itumbuh mengikuti kehidupan 
masyarakat iyang menadi sebuah reaksi timbal ibalik dari pertmbuhan kejahatan sendiri  
yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat ipada masa ke masa. Di dalam dunia ilmu 
hukum pidana iterdapat beberapa teori itentang pemidanaan diantaranya yaitu:  
 1.  Teori Absolut atau Teori pembalasan (Vergeldings Theorien) menurut teori ini pidana 
idijatuhkan semata-mata karena orang telah imelakukan ikejahatan atau tindak 
ipidana. Teori ini idiperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada 
pemikiran bahwa ipidana tidak ibertujuan untuk ipraktis, seperti memperbaiki 
penjahat tetapi ipidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu 
dijatuhkan itetapi menjadi ikeharusan, dengan kata lain hakekat pidana adalah 
pembalasan (revegen). Sebagaimana iyang dinyatakan Muladi bahwa “Teori absolut 
memandang bahwa ipemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah 
dilakukan isehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya 
ikejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam ihukum pidana 
dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu ikejahatan yang 
merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu ipembalasan kepada orang 
yang melakukan kejahatan sehingga sanksi ibertujuan untuk memuaskan tuntutan 
keadilan”.  
 2.  Teori Relatif atau tujuan (Doel Theorien) Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada 
dasar bahwa ipidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam 
masyarakat. Teori ini iberbeda dengan teori iabsolut, dasar ipemikirannya adalah 
penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau 
membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap 
mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa “Pemidanaan bukan sebagai 
pembalasan atas ikesalahan pelaku tetapi isarana mencapai itujuan yang bermanfaat 
untuk imelindungi masyarakat menuju kesejahteraan imasyarakat. Sanksi iditekankan 
pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar iorang tidak melakukan kejahatan, maka 
bukan bertujuan untuk pemuasan iabsolut atas keadilan”. Teori ini menunjukkan 
tujuan pemidanaan isebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (special 
preventie) yang ditujukan kepada pelaku maupun ipencegahan umum (general 
preventie) yang iditujukan kepada masyarakat.  
3. Teori Gabungan/Modern (Vereningings Theorien) teori gabungan atau teori modern 
imenyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara 
prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori 
ini mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik 
moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak 
pada iide bahwa tujuan kritik moral tersebut iialah suatu ireformasi atau perubahan 




perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, 
dan Van List dengan pandangan isebagai tujuan terpenting pidana iadalah 
membrantas ikejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. 
 
 Tujuan Pemidanaan 
Penjatuhan pidana dipandang sebagai bentuk memuaskan baik ikorban dari tindak 
pidana maupun masyarakat secara umumnya. Penjatuhan ipidana berupa nestapa. Tujuan 
hukum pidana tidak semerta-merta dapat di capai idengan pemberian pidana, akan tetapi 
pemberian pidana ini merupakan upaya represif yang kuat berupa sebuah tindakan 
pengamanan. Pengamanan ini dilakukan dengan maksud menghindari perbuatan yang 
sama di lakukan oleh orang lain. Tujuan pemidanaan yang berkembang dari dulu sampai 
dengan sekarang telah menjerumus kearah yang lebih rasional. Muladi dan iBarda Nawawi 
iArief (2005:4) menyampaikan bahwa pidana mengandung iunsur-unsur sebagai berikut : 
1. Pidana itu ipada ihakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa 
atau akibat-akibat lain iyang tidak menyenangkan; 
2. Pidana itu diberikan idengan isengaja oleh orang atau badan yang mempunyai 
kekuasaan (oleh yang berwenang); 
3. Pidana iitu dikenakan kepada iseseorang yang telah imelakukan tindak pidana 
menurut iundang-undang. 
Sudarto (1997:36) mengatakan penghukuman berasal idari kata dasar ihukum, 
sehingga dapat diartikan isebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang 
hukumannya (berschen) imenetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya 
menyangkut ihukum ipidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Tujuan pemidanaan 
imenurut M. Solehuddin (2004:59) harus sesuai dengan politik hukum pidana idimana harus 
diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteran serta ikeseimbangan dan 
keselarasan ihidup dengan imemperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan 
pelaku. M. Solehuddin (2004:59) mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana iberdasarkan 
atas itujuan pemidanaan tersebut, yaitu : 
1. Kemanusiaan, dalam iartian bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat 
dan martabat iseseorang; 
2. Edukatif, dalam iartian bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar 
sepenuhnya atas iperbuatan yang dilakukan dan imenyebabkan ia mempunyai sikap 
jiwa ygang positif dan konstruktif ibagi usaha ipenanggulangan kejahatan;  
3. Keadilan, dalam artian bahwa ipemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh 
terhukum maupun oleh korban iataupun masyarakat). 
Kaitan antara tujuan ipenjatuhan hukuman pidana seseorang dengan bentuk hukuman 
berupa pidana iseumur hidup adalah bahwa tindak pidana di dalam KUHP yang diancam 
dengan ipidana seumur hidup adalah tindak pidana yang diklasifikasikan kedalam itindak 
kejahatan berat. Sehingga pidana seumur hidup jika dipandang dalam tujuan ipemidanaan 
adalah bertujuan sebagai penjeraan dan antisipasi masa depan, dimana diharapkan tidak 
terjadinya perbuatan pelanggaran tindak pidana berat kembali. Prespektif sistem hukum di 
Indonesia terkait pidana seumur hidup adalah setiap kejahatan harus berakibat 
dijatuhkannya pidana kepada pelaku. Dasar pembenaran pidana terdapat di dalam 
kategorischen imperative, yakni yang imenghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu 
harus dibalas, pembalasan iadalah sebuah keharusan imenurut keadilan dan menurut 




hukum. Dalam sistem pemidanaan Indonesia, pidana seumur hidup selalu imenjadi 
alternatif dari pidana mati atau pengganti pidana iselama-lamanya kurungan 20 tahun.  
 
Kebijakan Pemidanaan Seumur Hidup Dalam Prespektif Pemasyarakatan 
Pidato peanugerahan gelar Doctor Honoris Causa dibidang iilmu hukum Universitas 
Indonesia yang bejudul pohon beringin pengayoman iberisi tentang perubahan sistem 
kepenjaraan menjadi sistem ipemasyarakatan,sistem pemasyarakatan sendiri adalah isuatu 
itatanan imengenai arah dan batas serta tata cara pembinaan terhadap iwarga binaan 
ipemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakani secara terpadu antara pembina, 
yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkani kualitas warga binaan pemasyarakatan 
agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga 
dapat diterima kembali oleh lingkungan imasyarakat, dapat aktif berperan dalam 
pembangunan, serta dapat hidup secara iwajar sebagai warga yang baik dan 
bertanggungjawab.  
Perubahan sistem ikepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan ini maka menolak 
pandangan iumum masyarakat tentang pemasyarakatan saat ini dimana pandangan umum 
imasyarakat tentang “penjara” dan perlakuan retributive petugas terhadap narapidana sudah 
sangat bertolak belakang dengan sistem pemasyarakatan ini mengingat ibahwa didalam 
sistem pemasyarakatan mengenal 10 prinsip pemasyarakatan idimana prinsip tersebut 
imerupakan prinsip pokok yang menyangkut perlakuan terhadap para narapidana dan anak 
ididik pemasyarakatan yang mana dengan prinsip ini imenunjukkan arah mana yang iharus 
dituju oleh sistem ipemasyarakatan. 
Sepuluh prinsip ipemasyarakatan Hingga saat ini sangat bertolak belakang dengan 
bentuk penjatuhan hukuman pidana seumur hidup dan hukuman mati dalam KUHP, pasal 
1 angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan secara tegas bahwa Negara 
Republik iIndonesia adalah inegara hukum, tentu saja memiliki konsekuensi yuridis yang 
harus dipertanggungjawabkan dalam praktik ikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
ibernegara (Gunawan Yopi, & Kristian, 2015). Kesepuluh prinsip pemasyarakatan idan 
pengertian pemasyarakatan tentu saja menimbulkan ketidakselarasan idengan bentuk 
penjatuhan pidana seumur hidup ini dimana didalam ipengertian isistem pemasyarakatan 
ini yang perlu diperhatikan adalah yaitu imengenai poin arah dan batas, kemana iarah dan 
tujuan dari pembinaannya isehingga tujuan dari ipemasyarakatan ini idapat tercapai, jika 
pidana seseorang iyang imasuk kedalam sistem ipemasyarakatan dalam kurun waktu 
tertentu, maka tentu saja akan lebih imudah dan sesuai dengan sistem pemasyarakatan, 
namun yang menjadi pertanyaan iadalah bagaimana dengan mereka yang di jatuhi 
hukuman pidana seumur hidup iatau pun hukuman mati tentu saja tidak sejalan dengan apa 
yang menjadi iarah dan batas sistem pemasyaraktan itu sendiri, selain itu seorang 
narapidana itetap memiliki hak dasar yang melekat pada dirinya, dalam pasal 1 angka 7 
iUndang-Undang Pemasyarakatan No 12 Tahun 1995 menjelaskan bahwa inarapidana 
iadalah terpidana yang hilang ikemerdekaan, artinya hanya kebebasan bergeraklah yang 
dirampas dari mereka. 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan induk dari 
iseluruh peraturan dan perundang-undangan di Indonesia yang telah mengatur tentang 
ihak-hak asasi manusia yang tidak boleh dirampas, sekalipun seseorang tersebut imenjalani 
hukuman perampasan kemerdekaan, dimana hak asasi telah diatur didalam pasal 28 




iUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hak iseluruh 
masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, narapidana yang menjalani masa ipembinaan 
didalam pemasyarakatan berhak atas hak-hak asasi manusia yang imendasar tanpa adanya 
halangan. Menurut Undang Undang Pemasyarakatan No 12 Tahun 1995 pasal 14 yang 
menjelaskan tentang hak-hak narapidana atau warga ibinaan pemasyarakatan yng wajib 
diterimanya. Kaitan antara penjatuhan pidana seumur ihidup dengan beberapa  ihak bagi 
narapidana, di ketahui bahwa banyak idiantara beberapa hak inarapidana itersebut  yang 
tidak didapatkan bagi seorang iterpidana seumur ihidup misalkan ipembebasan ibersyarat, 
tidak adanya ketentuan KUHP tentang pemberian pembebasan ibersyarat bagi 
narapidana/terpidana seumur hidup pada KUHP khususnya ipasa 15 (1) KUHP 
mengatakan bahwa pembinaan bagi imasyarakat dilakukan ijika narapidana sudah melewati 
2/3 masa pidananya, isekurang kurangnya 9 bulan, sedangkan untuk terpidana seumur 
hidup tentu isaja tidak bisa diberikan dikarenakan tidak diketahui kapan 2/3 masa 
ipidananya, kemudian dalam hal remisi juga tidak diberikan kepada narapidana seumur 
ihidup dimana, pelepasan bersyarat diberikan dengan dua persyaratan yaitu: 
1. Pidananya iberupa pidana ipenjara selama waktu tertentu (sementara); 
2. Selama menjalani pidana, narapidana berkelakuan baik. 
Persyaratan yang di tentukan ioleh syarat nomor 1 ini isangat jelas bahwa tidak ada 
kemungkinan akan diberikannya iremisi bagi iterpidana iseumur hidup, begitu juga dengan 
asimiliasi dimana asimilasi iadalah proses pembinaan narapidana dan anak didik 
ipemasyarakatan dengan imembaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan 
kedalam masyarakat, asimilasi diberikan kepada narapidana berdasarkam pasal 44 ayat (1) 
Permenkumham No 3 Tahun 2018 dengan syarat: 
a) Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam 
ikurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; 
b) Aktif mengikuti program ipembinaan dengan baik, dan 
c) Telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidananya. 
 
Pada dasarnya semua narapidana dan anak didik pemasyarakatan dapat diberikan 
asimilasi terkecuali: 
a) Yang terancam jiwanya, atau 
b) Yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup. 
 
Sehingga jelas bahwa inarapidana yang sedang mejalani pidana penjara seumur hidup 
tidak mendapatkan asimilasi, lalu jika dikaitkan dengan penjatuhan hukuman pidana 
seumur hidup maupun ihukuman mati tentu saja hak-hak narapidana yang disebutkan 
sebelumnya pada pasal 14 Undang-Undang iPemasyarakatan No 12 Tahun 1995 tidak 
selaras dengan bentuk hukuman pidana ipenjara seumur hidup sehingga alhasil banyak hak 
hak yang seharusnya imereka dapatkan malah terhalang oleh karena bentuk pidana yang 
sedang mereka ijalani, yaitu pidana seumur hidup. 
Undang-Undang No 12 Tahun 1995 iTentang Pemasyarakatan Undang-Undang No 12 
Tahun 1995 Tentang iPemasyarakatan adalah dasar bagi ipelaksanaan pemasyarakatan di 
Indonesia, di dalam UU No 12 Tahun 1995, diatur itentang pembinaan narapidana di 
Lembaga iPemasyarakatan Sistem iPemasyarakatan yang dijelaskan didalam iUdang-
Undang No 12 Tahun 1995 menekankan pada pola pembinaan terhadap iwarga binaan 




pemasyarakatan, pembinaan yang berkelanjutan dengan memperhatikan ihak-hak asasi 
manusia iterpidana itu isendiri dengan mengarapkan perubahan terjadi pada terpidana akan 
tetapi ibanyak kontradiksi antara tujuan sistem pemasyarakatan sendri dengan jenis atau 
bentuk pidana yang tercantum di dalam KUHP yang salah satunya adalah pidana seumur 
hidup pada dasarnya ipenjatuhan hukuman iseumur hidup berorientasi pada tujuan 
pemidanaan yaitu: 
1. Perlindungan masyarakat 
2. Perlindungan individu 
Kontradiksi antara tujuan ipemidanaan idengan tujuan pemasyarakatan terletak pada 
arah penjatuhan pidana ini lebih condong ikepada perlindungan masyarakat yang pada 
dasarnya pidana iseumur hidup imembatasi hak-hak narapidana baik kebebasan bergerak 
maupun ihak lainnya isehingga menjauhkan terpidana dari masyarakat dan dengan 
iharapan masyarakat terlindung dari ketakutan akan narapidana tersebut, ikemudian 
prinsip tujuan pemidanaan ini jelas bertolak belakang dengan tujuan pemidanaan dalam 
sistem pemasyarakatan yaitu membina pelanggar hukum agar tidak mengulangi 
perbuatannya, melibatkan pelanggar hukum agar aktif dalam masyarakat, dan mengakui 
kesalahan dan memperbaiki hidup kehidupan, serta penghidupannya sehingga idalam 
artian mendalam sistem pemasyarakatan lebih mengarah ikepada perlindungan terhadap 
individu atau terpidana itu sendiri, sistem pemasyarakatan berusaha agar idalam program 
pembinaan yang diberikan dapat mencapai tujuan yang diharapkan dimana dalam poses 
pembinaan narapidana pada sistem pemasyarakatan mengenal 4 tahapan pembinaan yaitu 
tahap 1/3 masa pidana, 1/3 - ½  masa pidana, ½ - sampai 2/3 masa pidana, dan 2/3 hingga 
bebas dalam artian ikhusus adalah masa admisi, asimilasi dan masa reintegrasi sosial bagi 
narapidana, sehingga jika idikaitkan dengan pidana iseumur hidup maka tidak relevan 
dimana pidana seumur hidup tidak diketahui kapan iberakhirnya. 
 
Bentuk Dan Tujuan Pembinaan Narapidana Seumur Hidup Di Dalam Lembaga 
Pemasyarakatan 
Pengertian pembinaan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan ipembimbingan warga binaan 
pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa ipembinaan iadalah kegiatan untuk 
meningkatkan kualitasi ketaqwaan ikepada iTuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan 
perilaku professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik 
pemasyarakatan, pembinaan narapidana seumur hidup dikebanyakan Lembaga 
Pemasyarakatan yang ada di Indonesia tidak ada ke khususan dalam teknik pembinaan 
mulai dari tempat pembinaan, program pembinaan semua mengikuti narapidana lain pada 
umumnya. Ini menjadi suatu dilema dimana seharusnya ada pembinaan khusus bagi 
terpidana seumur hidup ini mengingat secara fisik dan psikis pasti berbeda dengan 
inarapidana lainnya, sehingga imembutuhkan perlakuan khusus dalam membina terpidana 
penjara seumur ihidup ini. 
Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Undang-Undang No 12 
Tahun 1995 iTentang Pemasyarakatan adalah dasar bagi pelaksanaan pemasyarakatan di 
Indonesia, di dalam UU No 12 Tahun 1995, diatur tentang pembinaan inarapidana di 
Lembaga Pemasyarakatan Sistem Pemasyarakatan yang dijelaskan di dalam Udang-Undang 
No 12 Tahun 1995 menekankan pada pola pembinaan terhadap warga binaan 




ipemasyarakatan, pembinaan yang berkelanjutan dengan memperhatikan hak-hak iasasi 
manusia terpidana itu sendiri dengan mengarapkan perubahan terjadi pada iterpidana akan 
tetapi banyak kontradiksi antara tujuan sistem pemasyarakatan isendiri dengan jenis atau 
bentuk pidana yang tercantum di dalam KUHP yang isalah satunya adalah pidana seumur 
hidup pada dasarnya penjatuhan ihukuman iseumur hidup beroientasi pada tujuan 
pemidanaan yaitu: 
1. Perlindungan masyarakat 
2. Perlindungan individu 
Kontradiksi antara tujuan pemidanaan dengan  tujuan pemasyarakatan terletak pada 
arah penjatuhan ipidana ini lebih condong kepada perlindungan masyarakat yang pada 
dasarnya ipidana seumur hidup membatasi hak-hak narapidana baik kebebasan bergerak 
imaupun hak lainnya, sehingga menjauhkan terpidana dari masyarakat dan dengan 
iharapan masyarakat terlindung dari ketakutan akan narapidana tersebut, kemudian 
iprinsip tujuan pemidanaan ini jelas bertolak belakang dengan tujuan pemidanaan dalam 
isistem pemasyarakatan yaitu membina pelanggar hukum agar tidak mengulangi 
iperbuatannya, melibatkan pelanggar hukum agar aktif dalam masyarakat, dan mengakui 
kesalahan dan memperbaiki hidup kehidupan, serta penghidupannya sehingga dalam artian 
mendalam sistem pemasyarakatan lebih mengarah kepada perlindungan terhadap individu 
atau terpidana itu sendiri, sistem pemasyarakatan berusaha agar dalam program pembinaan 
yang diberikan dapat mencapai tujuan yang diharapkan dimana dalam poses pembinaan 
narapidana pada sistem pemasyarakatan mengenal 4 tahapan pembinaan yaitu tahap 1/3 
masa pidana, 1/3 - ½  masa pidana, ½ - sampai 2/3 masa pidana, dan 2/3 hingga bebas 
dalam artian khusus adalah masa admisi, asimilasi dan masa ireintegrasi sosial bagi 
narapidana, sehingga jika di kaitkan dengan ipidana seumur ihidup maka tidak relevan 




Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait pidana seumur hidup, jika di 
kaitkan dengan metode pembinaan dalam sistem pemasyarakatan maka dapat disimpulkan 
bahwa: 
1. Terdapat kontradiksi antara tujuan pemidanaan dengan  tujuan pemasyarakatan yaitu 
terletak pada arah penjatuhan pidana ini lebih condong ke pada perlindungan 
masyarakat yang pada dasarnya pidana seumur hidup membatasi hak-hak narapidana 
baik kebebasan bergerak maupun hak lainnya sehingga menjauhkan terpidana dari 
masyarakat dan dengan harapan masyarakat terlindung dari ketakutan akan 
narapidana tersebut, kemudian prinsip tujuan pemidanaan ini jelas bertolak belakang 
dengan tujuan pemidanaan dalam sistem pemasyarakatan yaitu membina pelanggar 
hukum agar tidak mengulangi perbuatannya, melibatkan pelanggar hukum agar aktif 
dalam masyarakat, dan mengakui kesalahan dan memperbaiki hidup kehidupan dan 
penghidupannya sehingga dalam artian mendalam sistem pemasyarakatan lebih 
mengarah kepada perlindungan terhadap individu atau terpidana itu sendiri. 
2. Pembinaan narapidana seumur hidup di kebanyakan Lembaga Pemasyarakatan yang 
ada di Indonesia tidak ada ke khususan dalam teknik pembinaan mulai dari tempat 
pembinaan, program pembinaan semua mengikuti narapidana lain pada umumnya. 




Ini menjadi suatu dilema dimana seharusnya ada pembinaan khusus bagi terpidana 
seumur hidup ini mengingat secara fisik dan psikis pasti berbeda dengan narapidana 
lainnya, sehingga membutuhkan perlakuan khusus dalam membina terpidana penjara 
seumur hidup ini, mengingat keinginan atau tingkat partisipasi narapidana seumur 
hidup dalam menjalankan pembinaan di lembaga pemasyarakatan tentu saja akan 
sangat rendah karena lamanya dan ketidakjelasan kapan pembinaannya akan berakhir. 
Saran 
Berdasarkan pada kesimpulan yang telah dijelaskan, maka penulis memberikan 
beberapa saran sebagai berikut : 
1. Membuat regulasi baru pengganti regulasi lama tentang pemberian remisi maupun 
asimilasi bagi narapidana, sehingga narapidana terpidana penjara seumur hidup juga 
dapat menjalankan asimilasi dan tidak di jauhkan dari masyarakat. 
2. Tujuan pemidanaan seumur hidup haruslah disesuaikan dengan tujuan 
pemasyarakatan dalam membina narapidana agar memperbaiki, hidup, kehidupan, 
dan penghidupan sehingga tetap melibatkan masyarakat didalamnya. 
3. Adanya bentuk pembinaan khusus di lembaga pemasyarakatan bagi narapidana 
terpidana seumur hidup karena kondisi psikis narapidana seumur hidup berbeda 
dengan narapidana lain pada umumnya, sehingga dalam hal ini perlu dilakukan 
pendekatan psikologis untuk mengembalikan kondisi psikis narapidana seumur 
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